KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR : 23/PP.02.2-Kpt/15/Prov/1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1)
Peraturan Komis: Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Provinsi Aceh menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Provinsi Aceh, Komisi
Pemilihan Umum/Komisi independen Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam



Mengingat

L

Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menectapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman
Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komis1 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1o);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi




Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komuisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi




Memperhatikan :

Menetapkan

1.

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1511);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-
Kpt/03/KPU/I1/2018 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan - Panitia

Pemungutan Suara - Kelompok  Penyelenggara

Pemungutan Suara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor : 14/PP.01.2-Kpt/15/Prov/XI1/2019 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor : 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2020;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jamb1 dengan Nomor Berita Acara Nomor : 12/PP.01.2-
BA/Prov/15/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, tentang
Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020:;

Surat  Ketua  KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-
SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam

Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

]
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CNTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA

CRJA  PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
CMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK




KESATU

KEDUA

l
LN
I

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR : /PP.02.1-

Kpt/15/Prov/1/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara
demokratis untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang
dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien,
efektifitas dan aksesibiltas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU

Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Jambi
berkewajiban mecmbuat keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan
Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.



Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir
diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2017. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1), KPU Provinst Jambi
menetapkan Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai pedoman dalam

menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2020.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk
dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada
penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 merupakan tanggung
jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan
kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan
mempunyai integritas, profesional schingga pelaksanaan tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dapat dilaksanakan

dengan baik dan lancar.

RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup keputusan i1ni1 adalah mengatur pedoman teknis

Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka.

2. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.



: o

Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
Kesekretariatan PPK dan PPS

Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

CNGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

L.,

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi secara langsung
dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan
umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum Provinst Jambi, selanjutnya disingkat KPU
Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan
Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sebagai lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas
menyelengegarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di
tingkat Kabupaten/Kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,
adalah kclompok vyang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di TPS.



8. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

. Asas penyclenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai

berikut :

a Mandiri;

b. Jujur;

G Adil;

d. Kepastian hukum:
e. derhb:

f Kepentingan umum;
g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

Profesionalitas;

= =
-

3 Akuntabilitas;

k. Efisiensi; dan
I Efektivitas.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
dilaksanakan KPU Provinsi Jambi.

3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPU Provinsi Jambi dibantu oleh KPU

Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.



BAB 11
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Persyaratan dan kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
warga negara Indonesia; Fotokopi  Kartu Tanda  Penduduk
Elektronik
berusia paling rendah 17 (tujuh belas) | Fotokopi Kartu Tanda  Penduduk
tahun; Elektronik

setia kepada Pancasila scbagai dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka

Tunggal Tka dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

Surat Pernyataan setia kepada Pancasila
sebagai dasar Negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara  Kesatuan  Republik
[Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita- |

cita Proklamasi 17 Agustus 1945

mempunyal integritas, pribadi yang kuat,

jujur dan adil;

Surat Pernyataan mempunyai integritas,

pribadi yang kuat, jujur dan adil

tidak menjadi anggota Partai Politik yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang |
sah
jangka waktu 5 (lima) tahun tidak

atau seckurang-kurangnya dalam

lagi

menjadi anggota Partai Politik yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari
Partai Politik

pengurus yang

bersangkutan;

Surat Pernyataan tidak menjadi anggota
Partai Politik paling singkat 5 (lima)
tahun

berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS
dan KPPS

' harus

Fotokopi Kartu Tanda  Penduduk

Elektronik ( jika ditemukan pendaftar
beda alamat dalam satu kecamatan,

dilengkapi surat keterangan
domisili dari RT/RW setempat. Demikian

juga untuk PPS.

bebas dari penyalahgunaan narkotika:

Surat pernyataan bebas dari

penyalahgunaan narkotika

tidak dipidana penjara

berdasarkan

pernah

putusan pengadilan yang

telah memperolch kekuatan hukum tetap

Surat pernyataan tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh

———— — —



karena melakukan tindak pidana yang | kekuatan hukum tetap karena

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) | melakukan tindak pidana yang diancam

tahun atau lebih; dengan pidana penjara 5 (lma) tahun
atau lebih
mampu secara jasmani dan rohani Surat  keterangan  kesehatan  dari

Puskesmas atau rumah sakit setempat

berpendidikan paling rendah sekolah Fotokopi [jazah sekolah menengah
menengah atas atau sederajat; atas/sederajat atau ijazah terakhir yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermateraj cukup serta di tanda tangani

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU

Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut :
a. PPK

1. 1 (satu) dokumen asli

2. 1 (satu) dokumen salinan
b. PPS

1. 1 (satu) dokumen asli

2. 1 (satu) dokumen salinan

c. KPPS

1. 1 (satu) dokumen asli

2. 1 (satu) dokumen salinan

Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

a. Penghitungan jabatan anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah
menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
periodisasi sebagai berikut :
1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013

3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019

b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU
Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga

pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.

c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau
sedergjat sebagaimana dimaksud bagi PPS dan KPPS tidak dapat

dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyal kemampuan dan



kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan

dengan surat pernyataan.

d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS
tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota

KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS dengan seleksi terbuka
1. Pengumuman dan pendaftaran:
Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten /Kota :
a. Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah
dyjangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari
b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari
c. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang
mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan,
KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3
hari
d. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada
peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga
pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik
untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku
2. Penelitian administrasi;
Dalam tahapan peneclitian administrasi, KPU Kabupaten /Kota :
a. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti

kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3

(tiga) hari setelah masa pendaftaran; dan

b. Mengumumkan hasil peneclitian administrasi ditempat yang mudah diakses
publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan
untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3. Tanggapan masyarakat;

a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi
anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai
dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.

b. Masukan dan tanggapan secbagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara
tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

c. KPU Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk

dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara



4. Seleksi tertulis;

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

a. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari

setelah pengumuman hasil penelitian administrasi

b. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat

jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat

c. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten /Kota :

1. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU

Kabupaten/Kota dan digandakan oleh KPU Provinsi, mencakup :

a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :

L
2]

W

)
)
)

U1

0)

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
Teknis Pemungutan Suara

Penghitungan Perolehan Suara

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Calon perseorangan

Kode etik

b) Pengetahuan kewilayahan

Soal berjumlah 100 terdiri dari 65 ( enam puluh lima ) soal pilihan ganda,
25 (dua puluh lima ) soal salah benar dan 10 ( sepuluh ) soal sebab akibat.
2. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS

yang lulus seleksi tertulis

3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama

3 ( tiga ) hari

d. Apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk

calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi

wawadarcara

O. Seleks1 Wawancara

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

a. Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis

berakhir

b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota :

1) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS

2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :

a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS

b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan

rekapitulasi penghitungan perolehan suara

c) Calon perseorangan

3) Klarifikasi tanggapan masyarakat

Format formulir wawancara di buat oleh KPU kabupaten/Kota masing-masing.



6. Pengumuman Hasil Seleksi
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten /Kota :

a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi
wawancara

b. Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas

c. Mengumumkan hasil selcksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi
wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat ( tanggapan
masyarakat di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP

elektronik sebelum pelantikan ).

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka

dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian

calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan

oleh PPS mencakup:

|8

Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat- tempat
yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan

b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah
pengumuman pendaftaran berakhir.

Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penclitian administrasi, PPS:

a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan
calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa
pendaftaran berakhir; dan

b. dapat mclakukan wawancara apabila diperlukan.

Pengumuman Hasil Seleks:

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak

berakhirnya peneclitian administrasi.

Penyampailan hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil selcksi anggota KPPS kepada KPU/KIP

Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari

pemungutan suara.
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S. Apabila seleksi terbuka angeota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar,
PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan

demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS
I. KPU Kabupaten/Kota menctapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang
pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan
menggunakan format keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana
tercantum dalam lampiran [V keputusan ini
2. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU

Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada KPU Provinsi.

E. Database Badan Adhock Penyclenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU
Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK dan PPS yvang telah
ditetapkan kedalam aplikasi badanadhoc.kpu.go.id.
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BAB II1

KESEKRETARIATAN

SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1

Pembentukan Sekretariat PPK

a. KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK
kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1
(satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/Walikota

b. sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK

c. staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah

Tahapan Pembentukan Sekrctariat PPK meliputi

a. Dalam mengusulkan sekrctaris dan staf sekretariat PPK, PPK melalui KPU
Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

b.KPU Kabupaten/Kota Mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan
4 (empat) calon stafl sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota

c. Bupati atau Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai
Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK

Persyaratan dan kelengkapan dokumen sekretariat PPK

Syarai Sekretariat PPK | Kelengkapan Dokumen

tidak pernaﬁ dijatuhi sanksi disiplin | Surat pernyataan tidak pernah

pegawail, khusus bagi yang berasal | dijatuhi sanksi disiplin pegawai

dari aparatur sipil negara

independeﬁ_ dan tidak bﬁj_i";;}ihaik, Surat pernyataan independen dan

khusus bagi yang berasal dari|tidak  berpihak pada = peserta
bukan aparatur sipil negara pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati

dan/atau  walikota dan  wakil

walikota

Mampu secara jasmani dan rohani, | Surat keterangan kesehatan dari
bebas dari pcnyalaheunaan | puskesmas atau  rumah  sakit

narkotika ' setempat

mempunyal pangkat dan golongan | Surat keputusan tentang pangkat

paling rendah Il b dan golongan yang bersangkutan

1




- Memiliki kemampuan  dalam | Surat pernyataan mampu

o

|

mengoperasikan perangkat tcknologi | mengoperasikan perangkat teknologi

informasi informasi

' Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

(dua) rangkap dengan rincian :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan

—_— e e . e —— R T

B. SEKRETARIAT PPS
Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan
ketentuan :
1. Sekretariat PPS dipimpin olch seorang sekretaris PPS yang berasal dari
pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih staf Sekretariat PPS
3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :
a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan
lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
b. Sekretaris dan stal sckretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan
keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya
4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretaiat PPS :

Syar-:i Sekretariat PPS Kelengkapan Dokumen

tidak pernah dijEiLii-’ii sanksi disiplin | Surat pernyataan tidak pernah

pegawal - dygatuhi sanksi disiplin pegawai

Surat pernyataan independen dan

tidak berpihak

independen dan tidak berpihak

| Surat keterangan kesehatan dari

' puskesmas atau rumah @ sakit

setempat

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

- e— B
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BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA, PPK,

PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2018

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan  kewajiban KPU Kabupaten/Kota  dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun

2020, meliputi:

1.

1

L)

| B o

Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jambi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT
yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi:

Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,
PPS dan KPPS ;

Melakukan  bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun
2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;

Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan
hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data
Permiliby;

Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam
wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil

penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta

pemilihan dan panwas Kabupaten/Kota;

Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jambi;
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melakukan  evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun

2020 yang disampailkan kepada KPU Provinsi Jambi;



12,

13.

14.

A

Mengelola, mmelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik
Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh
KPU dan KPU Provinsi Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

il

10.

Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten /Kota dalam
melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilihan;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat
kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, dan KPU
Kabupaten/Kota;

Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

Menerima dan  menyerahkan laporan  daftar nama petugas
pemutakhiran data Pemilih;

Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di
wilayah kerjanya;

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari
seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi
peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di
wilayah kerjanya;

Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di
wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;

Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Jambi dan KPU

Kabupaten/Kota;
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13.

14.

1o.

10.
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Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Panwas Kecamatan:

Melakukan  cvaluasi dan membuat laporan setiap  tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya:;

Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon

perseorangan;

Melaksanakan soslalisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan

peraturan pecrundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Ketua PPK meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPK;:

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

Mengawasi kegiatan PPS:

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

¢. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan
suara  sementara  secara  berkala, dengan manual, dan/ atau
elektronik;

. Menandatangani  berita acara dan  sertifikat rekapitulasi
penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang
anggota PPK, dan dapat ditandatangani  oleh saksi yang memiliki
surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. Menycrahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang
saksi Pasangan Calon;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk
kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang
ditentukan olch KPU Kabupaten/Kota.

1. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh

e

salah scorang Anggola PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

‘)

Tugas Anggota PPK meliputi:

a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan
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pertimbangan.
d. Dalam meclaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab

kepada Ketua PPK.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1.

119
115

12,

13.

14.

19.

16

L.

Membantu  KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan,
dan DPT;

Membentuk KPPS;

Melakukan verilikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon
perseorangan;

Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU
Kabupatcn/Kota melalui PPK;

Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data
Pemuilih:

Mengusulkan kcbutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;

Menetapkan pctugas ketertiban TPS dengan KeputusanPPS;
Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih
dan pectugas ketertiban TPS di  wilayah kerjanya kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;

Mengumumkan daftar Pemilih;

Melakukan pcrbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
DPS;

Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
Menyampaikan daltar Pemilih kepada PPK;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat csa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh
KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya;

Menjaga dan mengamankan  keutuhan — kotak suara setelah
penghituncan suara dan sctelah kotak suara disegel;

Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang

sama scleiah terkumpulnyva kotak suara dari setiap TPS dan tidak



18.

19.

20.

ZL.

22

20

o o o

memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh
KPES:

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh PPL;

Melakukan cvaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelengearaan Pemilihan di wilayah kerjanya;

Melaksanakan soslalisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam
hal penghitungan suara:

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
Tugas Ketua PPS meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPS;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

Mengawasi keglatan KPPS;

=

Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang

perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

. Membcerikan  salinan  DPS  hasil  perbaikan  kepada yang
mewa kil Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan
sebutan lain; dan

g. Melaksanakan  kegiatan lain  yang dipandang perlu untuk
kelancaran penyclenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan
yang citentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

h. Apabila llctua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh

salah scorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

24. Tugas Anggeota PPS meliputi:

a. Membani Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
Melaksannkan lugas  sesual dengan  peraturan perundang-
undangean; dan

c. Memboriian pendapal dan  saran kepada Ketua PPS sebagai
bahan portimbangan.

d. Dalam melaksanalkan tugasnya, Anggota PP

bertancoiing jawab kepada Ketua PPS.



D.

TUGAS, K

o .

CWIENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1.

o g B I

10.

| 51

Mengumum!

‘an dan menempelkan DPT di TPS:

Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yvang hadir dan PPL;

Melaksanak:
Mengumum!

Menindaklan

oleh salksi.

pemunguiiarn

Menjaga

penghitunga

Membuat |

membuat s

kepada salk::

Menyerahk:

Menyerahkan

sertifikat h:
yang sama;
Melaksanak
peraturan |
PPS.

Tugas
suara dan p:

a. Member

dilaksan:

b. Mengun
Sulard,
c. Menand:

kepada |

d. Menyam,

Pemi!ii:

e. Memim;

f. Mencrim:
oleh Pas

12. Tugas Kctus

a. Memiim:

| hﬂf‘vll

Ketua

yalkan

‘N pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

‘an hasil penghitungan suara di TPS:

utlt dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari
Suldra,
an mengamankan  keutuhan  kotak — suara setelah

- suara dan sctelah kotak suara disegel;

rita  acara pemungutan dan penghitungan suara serta
rufikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
pescrta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS:;

senghitungan suara kepada PPS dan PPL;

kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan

1 penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari

N tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

undang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau

KPPS  dalam  persiapan penyelenggaraan pemungutan

ghitungan suara adalah:

penjelasan tentang tugas-tugas yang harus

can Kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

nkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan
‘angan! surat pemberitahuan untuk memberikan suara

milih pada DPT;
DPS kepada

cd1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

salinan yang mewakili peserta

| kegiatan penyiapan TPS; dan

. saks1 yvang memiliki surat mandat yang ditandatangani

ngan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

PPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

n kegiatan KPPS;
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14.
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b. Memimpin peclaksanaan kegiatan pemungutan suara;

C.

Membulkn rapat pemungutan suara tepat waktu

d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi

yang hadir;

Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua)
orang ancgota KPPS:;

Menandatangani tiap lembar surat suara: danmengakhiri kegiatan

pemungiitan suara tepat waktu

Tugas Kctun KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

da.

Memimpn pelaksanaan penghitungan suara:

Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan
dapat di'andatangani olch saksi yang memiliki surat mandat dari
peserta 'emilihan atau ketua tim kampanye;

Member can 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
hasil pcrohitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan
PPK melalul PPS:

Menycrankan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan

Menyera hkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat

hasil pc ohitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara
kepada | 'K melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat
pengawa nn dari petugas ketertiban TPS.

Dalam micls sanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada

PPS melalul ketua PPS.
Anggota K" ' bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
Dalam mcis anakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada

ketua KPP’
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BAB V
PENCGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1.

<)

Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

a) Meninggal dunia;
b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima:
c) Berhalangan tetap lainnya; atau

d) Diberhentikan sementara.

. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK:

b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik:

c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d) Dyatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memecroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yvang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e) Dyatuhi pidana Dberdasarkan putusan pengadilan vyang telah
memerolch kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
pemilihan v'mum;

f) Tidak menchadirt rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya
selama 3 (tica) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g) Melakulan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pemberhentian  scmentara  anggota  PPK  dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota.

Penggantian a:tarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon
anggota PPK atau menunjuik masyarakat setempat yang memenuhi
persyaratai.

Tata cara pcemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan
tahapan melipoti:

a) Menerima l: poran;

b) Meneliti materi laporan;

c) Melakukan klarifikasi;

d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
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6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan
hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
a) Menggali, mencari dan mencrima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;
b) Memanggil para pihak;
c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu
sesual dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota

membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS
1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat
menunjuk angoota PPS baru berdasarkan rangking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak
diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPP5S  berhalangan tetap, PPS melakukan
penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tctap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui
keberadaannva atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber
daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang
bersangkuian.

4. Penggantian anooota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada

KPU KabU.] yaten / Kota.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, PPK, PPS dan
KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

serentak Tahun 2020, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan

dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI

Plh. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR /PP.02.1-Kpt/15/Prov/1/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN /KOTA,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELNGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

| No KEGIATAN TANGGAL
Tanpa Dengan
[. PEMBENTUKAN PPK S Perpanjangan Perpanjangan
Pendaftaran Pendaftaran
1 | Pengumuman pendaftaran calon 3 HARI 15-17 Januari -
melalui media masa, website, 2020
papan pengumuman kantor, dan
tempat lainnya.
2 | Penerimaan pendaftaran di KPU 7 HARI 18-24 Januari -
Kabupaten /Kota 2020
3 | Perpanjangan Pendaftaran 3 HARI - 25-27 Januari
2020
4 | Penelitian Adminitrasi 3 HARI 25-27 Januari 28-30 Januari
2020 2020
5 | Pengumuman Hasil Penelitian 2 HARI 28-29 Januari 31 Januari-
Adminitrasi 2020 Februari 2020
6 | Seleksi Tertulis 1 HARI 30 Januari 2020 | 2 Februari 2020
7 | Pemeriksaan hasil seleksi tertulis 3 HARI 31 Januari - 2 3-5 Februari
Februari 2020 2020
8 | Pengumuman hasil seleksi tertulis 3 HARI 3-5 Februari 2020 6-8 Februari
2020
9 | Tanggapan Masyarakat Tahap | (9 hari, yaitu dari 28 Januari - S 31 Januari - 8
pengumuman Februari 2020 Februari 2020
hasil seleksi
administrasi
sampai selesai
pengumuman
hasil seleksi
tertulis)
10 | Wawancara 3 HARI 8-10 Februari 9-11 Februari
2020 2020
11 | Pengumuman Hasil Seleksi 7 HARI 15-21 Februari 2020
Wawancara (10 Besar)
12 | Tanggapan Masyarakat Tahap Il 7 HARI 15-21 Februari 2020
13 | Klarifikasi Tanggapan Masyarakat 4 HARI 22-25 Februar1 2020
Tahap II
14 | Pengumuman Pasca Hasil 3 HARI 26-28 Februari 2020
Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
Tahap 1I
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Pelantikan PPK, Pengambilan
sumpah dan pembekalan

f
i!
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29 Februari 2020

Masa kerja PPK Pemilihan 2020

9 Bulan

1 Maret — 30 November 2020

1.

%

CMBENTUKAN PPS

Pengumuman pendaftaran calon
melalul media masa website papan

pengumuman kantor, dan tempat
lainnya

Penerimaan pendaftaran di kantor
desa/kelurahan diserahkan kepada
PPK/KPU Kabupaten /Kota

Publikasi bakal calon anggota PPS
oleh KPU Kabupaten /Kota

Penelitian syarat adminitrasi calon
PPS oleh KPU Kabupaten/Kota
atau PPK

2 Hari

Koordinast dengan Ilurah/kepala
desa/badan permusyawaratan
desa/lembaga profesi untuk
mengusulkan anggota PPS dalam
hal tidak terpenuhi jumlah calon

2 Hari

Seleksi calon anggota PPS oleh KPU
Kabupaten/Kota dapat
didelegasikan kepada PPK

2 Hani

-..\}

Penetapan dan pengumuman

1 Har1

o0

Pengambilan sumpah dan
pembekalan

1 Hari

[I[I. PEMBENTUKAN KPPS

Pengumuman pendaftaran calon
melalui media masa, website,
papan pengumuman kantor, dan
tempat lainnya

15 Hari

Penerimaan pendaftaran di kantor
Sekretariat PPS

15 Hari

Penelitian adminitrasi

7 Hari

NIV

KPU Kabupaten/Kota melakukan
kerja sama dengan lembaga
pendidikan atau tenaga pendidik
untuk memperoleh anggota KPPS
yang memenuhi syarat dalam hal
tidak terpenuhinya jumlah KPPS
hasil penelitian adminitrasi

15 Hari

Jl

Seleksi KPPS

6 Hari

o)

Pengumuman dan penetapan

2 Hamn

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI

/J@z b _:J\‘Icklkum, Teknis dan Hupmas,
- _— ; f{,}“&\“
s\

o ||
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Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Januari 2020

ETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN




